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PERATURAN BUPATE BANTA NG
NOMOR 13 TAHUN 2005
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TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTAENG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI BANTAENG

\Menimbang ¢ 4. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bantacng Tahun
2005 Nomor 13 tanggal 8 Oktober 2005 sehingea
perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaannya ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupatu.

Meng;
gngat ;. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat 11 di
Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
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Tahun 1984 tentang  Peringy.e

rod . g
. 'N‘ NU”“‘ . 1« . v
i'mi.u”_ulhl-"{\; L Tahun 1084  Nomor 40, I'ambahan Lcmhamn
\‘I" . .
cmbann Lot
\l “‘\ '1‘1\"

Nepara Nomor. |
o X 985 tentang Perikanan  ( Lemiy,
Q Tahun 1985 tentang o

dane-undang Nomot o .
Undang F'ambahan Lembaran Negara Nomq,

Nepara Tahun 1985 Nomor 40,
2200,

T » P r = ¥ -5
Undanp-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Dava Alam Havati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 199

Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)

Undane-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Nepara Nomor 3274);

6. Undang-undang Nomor § Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Nepara Nomor 3470) ¢

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
RERANN

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Nepara Nomor 3699): |

9 Undang-y
t-undang Nomor 6 Tahun 1996 tenatng Perairan Indonesia

(Lembaran Ne -
are ceand Tahun 19¢ -
Negara Nomor 3647) 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran

10 Undane.-
| 2-undange
X lahun 1997 tentang  Pengelolaan

. Negara  Tahyn 1997 Nomor 68,
a Nomor 3699 -
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andany? Nowtwor 30 Tahuan [yyy tentang A
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| »~n\’d“"“'" . : o e iars dikun 1999 Nomor | &
¢ [,embaran Nepara Nomaor 3879 :
than 1. =)

rambi
’ d‘,,,,f_;-unr,lun)_: N””,"_"' 32 ',“'h“” 2004 tentang Pemerintahan Daerah
’”m.j!):z.r:lli Negara Tahun 2004 Nomnor 125, Tambahan LLembaran
ﬁ:'f:f”_“ Nomor 4437) .
‘ n Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang  Penpendalian
1 dan/atau Perusakan Laut (Iembaran Negara Tahun 1999
ambahan Lembaran Negara Nomor 3816 -

1 ,:,_.,;nur:

" pencemardn
Nomor 32, ’

4 Peraturan Pemerintah - Nomor 27 'l'ahun. 1999 tentang Analisis

| 'ML’”L'U”E” Dampak Lingkungan (L{:mharﬁanﬂhcgara Tahun 1999Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838)

[, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang  Pengendalian
‘Pcnccmaran Udara  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

i6. peraturan Pemerintah Nomof 85 Tahun 1999 tentang P;rubahan atas
Pemerintah NomoF 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomorl90.

Tambahan lembaran Negara Nomo' 3190);

7. Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah  dan  Kewenangan Propinsi scbagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

¥ Porawran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
Penyedia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan
[ | Neg
*mbaran Negara Nomor 39 82):

19 por.

:‘*'-}fdluran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengﬂlvnla:m
«:! .m.? Herbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
*'@mbahan | embaran Negara Nomor 4153) ;
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H(). Peraturan Pemerintah Nomor g
ientang Pengelolaan Kualitas Air dap p,. " 2%,
pencemaran Air (Lembaran Nepar, .l"n{é"”"ial,a;‘
Nomor 153, Tambahan Lembaran Neo. ™ 2
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tuph,. -
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tentang Pengendalian Kerusakan 'I'anahl e
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Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahyy er;
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Nomor 267, Tambahan lembaran Negara 1. "
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13

Tghun 2005 tentang Pengelolaan Lingkunua
Hidup. -

MEMUTUSKAN

hS g .
lenctapkan PERATUMN BUPATI TENTANG
ELAKSAMAN PERATURAN DAERAH
BUPATEN BANTAENG NOMOR 13

TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAY
LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Nl) » 3 0
B;:?:Sa“akan Peraturan Daerah Kabupaie”
Pen e‘ng Nomor 13 Tahun 2005 tent2ns
iR S¢lolaan Lingkungan Hidu yang ele”
Wndangkan B

Bantaeng Tahdalam Lembaran Daerah Kabup’
2005 - un 2005 Nomor 13 Iangga| 8 OklOD"'
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Pasal 2

[ehms Sistem Pengelolaan dan Prosedur Admimistrg

chnis, siras

L Peraturan Dacrah  scbagaimana  dimaksud pada  Pasal |
l‘uP'm mm dibuatdisusun  oleh Kepala Dinas Kehutanan,
h) . .

n dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng bekerjasama
» l‘l“l * "' F > .O re ol B O ‘ 1 2 5 e . P

‘._‘.rL'.bu |,,<um-"“'"‘ Nerja  vang  terkait  untuk ditetapkan  dalam

l.n".l" an Bup:lll“

Wi "o S

o ,mm"']“ putu

fer Yasal 3
Pasal

i ini mulat berlaku pada tanggal diundangkan,
A o sneetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
At Seieg 0?13:? ;;twmpni:mn\'n dalam Berita Dacrah  Kabupaten
patt It GERSE .
émﬁcn:-‘
Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 Oktober 2005

BUPATI BANTAENG
Cap/uud
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN M.Si.

DivngnghandiBantaeng
Padatangeal, 12 Oktober, 2005

-~

ERRETARIS DAERAH [KABUPATEXN BANTAENG,

Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si

\ : [ JUN 2005
‘OE{I)R SAERAN KA))[/'PATEN BANTAENG TAl
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